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¢ MENIMBANG . 1. Bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum di  da=
‘g’ lam Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor :KEP-
oy© /3.B/ ¥ /1980 tanggal /& - o = /980 agalah
ketentuan-ketentuan pokok/dasar Pengendalian Di-
siplin Karyawan di lingkungan Kejaksaan Agung RI;
“~ 2. Bahwa untuk mewujudkan dan melaksanakan Surat Ke
- ._putusan Jaksa Agung RI tersebut di atas __.,_dengan
b1 " — 3
» ‘ baik dan sempurna, perlu adanya petunjuk pelaksa
naan sebagai pedoman dan pegangan bagi setiap
karyawan ; '
3. Bahwa untuk keperl@an tersebut, perlu dikeluar -
i kan Instruksi Jaksa Agung RI.
4
¢ . MENGINSTRUKSIKAN : :

EErP RD A : SEGENAP KARYAWAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG R.I.

UNTUK : 1. Memperhatikan, mentaati dan mematuhi Surat Kepu-
tusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP~¢5yZ)/J.A./}/
/1980 tentang Pedoman Pengendalian Disiplin Kar-

yawan Di Lingkungan Kejaksaan Agung R.I. ;

2. Melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana ter

cantum dalam Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. -

tersebut di atas, dengan petunjuk pelaksanaannya
sebagai berikut :

A. PEEUNJUK - ..« s o SEEiaNg
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A.

PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG SISTEM PENGENDALIAN DISI-

pLIN YANG TERARAH DAN TERPADU.

Tanpa mengurangi tugas, weweénang dan tanggung ja-

wab dari Bagian Keamanan Dalam Sekretariat Kejaksaan -

Agung sebagaimana diatur dalam Peraturan Urusan Dalam
Khusus Kejaksaan Agung, sistem pengendalian disiplin

dilaksanakan menurut tahapan dan tata cara sebagai be-

rikut
1. Seqi preventif (pencegahan).

) 1§ <

Segi

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam ling-
kungan tiap-tiap Bidang, Staf Ahli dan Puslit-
bang, bertanggung jawab memimpin dan mengkordi
nasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk-pe-
tunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, serta
mengambil tindakan-tindakan/pencegahan agar -

membatasi perbuatan-perbuatan a-disiplin.

Demi kemantapan pelaksanaan tugas-tugas terse-
but di atas, perlu ditunjuk pejabat-pejabat pe
nanggung jawab sebagai berikut
1.2.1. Pejabat penanggung jawab di masing-ma -
. . sing bidang ialah pejabat eseicH~II se-
NG .
1.2.2. Pejabat yang telah-ditetapkan dalam
KEP-088/J.A. /10/1977.

deteksi (pengamatan) .

Segi

Agar tindakan yang akan dikenakan terhadap se-
tiap karyawan yang a digiplin bersifat ' objek-
tif, maka tugas pengamatan dikuatkan dengan -
pencatatan (recording) yang dilakukan oleh se-

tiap pimpinan unit kerja masing-masing Bidang.

Pencatatan dimaksud berupa :
2.2.1; Daftar, hadir 4
2.2.2. Daftar conduite:

represif,

Al

Jika terjadi pelanggaran-pelanggaran disiplin,

penanggung jawab wajib menyampéikan laporan
kepada '
3.1.1. Atasan langsung/Jaksa Agung Muda ;
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3.1.2. Tembusan laporah disampaikan kepada Ka-
bag Keamanan Dalam cq. Kasubag Pengusut

an melalui Sekretaris Kejaksaan Agung.

Berdasarkan laporan tersebut, Sub Bagian Pengu
Sutan melakukan interogasi dan menyampaikan ha
silnya melalui Kabag Keamanan Dalam dan Sekre-
taris Kejaksaan Agung kepada Inspektur‘Organi—
sasi & Kepegawaian Bidang Pengawasan Umum, de-
ngan menyampaikan tembusannya kepada Penang -

gung jawab/atasan karyawan yang bersangkutan.

Inspektur Organisasi dan Kepegawaian berdasar-
kan hasil interogasi tersebut melakukan peme-
riksaan terhadap karyawan bersangkutan.

Hasil pemeriksaan disertai pertimbangan dan a-
nalisa diajukan kepada Jaksa Agung Muda Bidang
Pengawasan Umum dan menyerahkan témbusannya ke
pada Jaksa Agung Muda dan karyawan yang ber =

sangkutan.

Haidis Uaksa‘Agung Muda Bidang Pengawaaan Umum wajlb

3T5.

melaporkan hasil pomerlksaan, dlsertal pertlm—
bangan tindakan apa yang sebaiknya dikenakan
terhadap karyawan yang bersangkutan kepada Jak
sa Agung serta meneruskan tembusannya kepada
Jaksa Agung Muda Earyawan bersangkutan dan

Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

Berdasarkan hasil pemeriﬁgaan dan pertimbangan
Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum terse-
but, maka Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan wa
jib mengambil keputusan serta melaporkannya
kepada Jaksa Agung dengan tembusan kepada Jak-
sa Agung Muda Bidand Pengawasan Umum dan Jak-

sa Agung Muda yang bersangkutan.

B. PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG TERTIB BUSANA.

e Jenis:jenis Pakaian

1ils

Pakaian Seragam Dinas (PSD) yang meliputi :
- Pakaian Dinas Harian (PDH) ;
- Pakaian Dinas Lapangan (PDL) ;

- Pakaian Dinas Upacara Kecil (PDUK) ;




peiest o

Sseperti yang diatur dalam Surat Keputusan
Jaksa Agung Nomor : 036/6/1966 tanggal 22
Juli 1966 jo Surat Keputusan Jaksa Agung No
moxr KEP-081/J.A/3/1974.

. "Pakaian Sipil

- pakaiarr Sipil Harian (PSH) ;

- Pakaian Sipil Resmi (PSR) ;

- Pakaian Sipil Lengkap (PSL) ;

Seperti diatur dalam KEPPRES No.12 Tahun 1972.

Pakaian Bebas (PB).

Jaksa Agung menetapkan jenis pakaian khusus
bagi karyawan yang bertugas pada Bagian Kea -
manan Dalam dan bagi karyawan yang ditugaskan
sebagai pengawal/kelompok Pembawa Panji Adhy-

aksa.

2. Waktu penggunaan : )

2l .

PDH adalah jenis pakaian dinas (termasuk PDH
bagi karyawan Bagian Keamanan Dalam) yang wa-—
jib dipakai pada hari kerja dan/ataqipggg sa-
ét meiaksanakan tugas serta pada saat Upacara

upacara.

"

PDL adalah jenis pakaian dinas yang wajib di-
pakai oleh karyawan yang bertugas pada Bagian
Keamanan Dalam di saat menjalankan  tugas -

tugas keamanan, penjagaan atau pengawalan.

PDL dengan perlengkapan—éerlengkapan khusus
adalah’ jenis pakaian dinas yang wajib dipakai
oleh karyawan yang bertugas pada Bagian Kea -
manan Dalam/Anggota Ru PKD dan karyawan Yyang
ditugaskan sebagai pengawal/kelompok Pembawa
Panji Adhyaksa.

PDUK adalah jenis pakaian dinas yang wajib di
pakai oleh karyawan Kejaksaan Agung RI yang

berpangkat WIRA (Golongan III PGPS-1968) ke

atas pada kesempatan diselenggarakannya upaca

ra tertentu.

Penggunaan PSH, PSR dan PSL sesuail dengan KEP
PRES No. 12 Tahun 1972 jo Surat Keputusan
Jaksa Agung NoO. KEP-081/J.A/3/1974.

2.6. Jaksa Agung ...




3.

2:6.

Jaksa Agung dengan Surat Perintah dapat memberi
kan dispensasi kepada karyawan untuk memakal

pakaian bebas.

Bentuk dan warna Pakaian.

3.1,

Warna dan bentuk ("mode") pakaian Seragam Dinas
yang dimaksud pada 1.1. (PDH dan PDUK) seperti
telah diatur di dalam Surat Keputusan Menjag.

Nomor 030/6/1966 tanggal 22 Juli 1966 dan Surat
Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-081/JA/3/1974
tentang Ketentuan-ketentuan Penggunaan Jenis -~

jenis Pakaian dilingkungan Kejaksaan.

Warna dan bentuk PSG, PSR, PSL seperti diatur
dalam KEPRES No. 12 Tahun 1972.

Pakaian bebas dibuat dari bahan dan menurut ben
tuk ("mode") yang pantas serta dipakai secara

wajar dan rapi.

PDH bagi karyawan Bagian Keamanan Dalam berwar-
na hijau tentara (Army Green) dengan bentuk se-

perti tersebut pada titik 34di atas.

PDL seperti disebut pada 1.1. dan 2.3. di atas,
berwarna hijau tentara (Army Green) dengan Kke-
tentuan tata cara pemakaian dan perlengkapan se

perti diatur pada titik 4 dan seterusnya.

Bentuk, perlengkapan dan cara pemakaian PDL.

4al.

Bagi karyawan Bagian Kegmanan Dalam yang sedang
menjalankan tugas keamanan, penjagaan dan pe-
ngawalan ditentukan bentuk serta perlengkapan -

nya sebagai berikut

- Pakaian Dinas Lapangan (PDL) terdiri dari ke-
meja tangan panjang, leher kemeja mogel keme-
ja sport; celana panjang memakai 4 (empat) -
kantong tempel, mésing—masing 2 (dua) kantong
bagian depan celana dan 2 (dua) kantong bagi-
an belakang celana.

- Pada bahu kanan bagian atas lengan kanannya =
ada badge keamanan.

- Kemeja dipakai lepas/menutup bagian atas ce-
lana, bagian bawah kaki celana dimasukkan ke

dalam sepatu lapangan berwarna hijau.

- Memakai kopel .....
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- Memzkai koppel riem warna hitam,dipasang pa-
da bagian luar kemeja.

- Memakai topi lapangan warna hijau,di tengah-
tengah bagian depannya diberi bintang Adhy-

aksa warna kuning.

— Untuk petugas yang sedang melakukan penjaga-

an-pengawalan warna dan perlengkapan di atas
dengan draagriem warna hitam, topi baja (bin

nen helm) warna hijau.

Untuk requ P.K.D.

Dalam melaksanakan tugas dan/kawal kehor-
matan (bagi IRUP), beberapa perlengkapan yang
disebut pada 4.1. di atas, diganti dan/atau di
tambah dengan
- Koppel riem warna putih.

- Satu draagriem warna putih diselempangkan da
ri bahu kiri ke pinggang kanan.

- Sarung pistol warna putih, di pinggang kanan.

- Tali (dan pluit) warna putih digantungkan
pada bahu kiri, dimasukkan ke dalam kantong
kemeja kiri. e

- Sarung tangan (kaos atau kulit) warna putih.

- Topi baja (Binnen Helm) warna putih dengan

tulisan PKD pada bagian depannya.

Untuk kelompe®k pembawa panji Adhyaksa, memakai
pakaian dan perlengkapan sebagal ditetapkan pa
da 4.1. di atas dengan perobahan dan/atau tam-

bahan sebagai berikut

— Ikat leher kain segitiga warna putiﬂ.

- Koppel riem warna putih.

- Draagriem warna putih.

- Sarung tangan (kaos atau kulit) warna putih.
- Sepatu lapangan hitam kombinasi/strip putih

pada bagian atasnya.

Kepala' Bagian Keamanan Dalam dan Komandan Peleton
memakai tali komando berwarna hijau dengan ' Sstrap

pinggir merah yang digantungkan pada bahu kanan.

C. PEPUNIUR ¢ . onlamess




€.

PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG TERTIB HADIR.

1. Penyajian daftar hadi¥x sehari-hari.
e

1.1. Terkecuali para Jaksa Agung Muda penyajian daf-

tar hadir bagi para quit/Karo/Inspektur/Kapus—
iitbang dan Pati diperbantukan pada bidang di-
sediakan oleh Kabag Sekretariat masing-masing -
Bidang, sedangkan untuk para Staf Ahli, Pati di
perbantukan pada Jaksa Agung dan Staf Jaksa A-

gung disediakan oleh Sekretaris Kejaksaan Agung.

Untuk para Wira, Dharma kebawah terkecuall para
pembantu (pesuruh) dan sopir, daftar hadirnya -
dgiatur dan disajikan oleh Kasubdit/Kabag/Inspek
tur Pembantu selaku pimpinan Unit masing-masing
menurut ketentuan yang diatur pada punt 1 ddl &=
tas, dimana pada setiap jam 08.30 WIB dan jam
14.00 WIB, daftar hadir tersebut telah diserah-
kan kepada Kabag gekretariat masing-masing Bl
dang atau kepada pejabat yang telah ditetapkan
di dalam Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor:
KEP-088/J.A/10/19717 terkecuali pada hari._ Jum'at
daftar hadir siang pada jam 11.30 WIB dan ‘pada
hari Sabtu pada jam 12.30 WIB.

Untuk karyawan pembantu (pesuruh) dan sopir ,daf
tar hadirnya diatur dan disajikan oleh masi%g =

masing Kepala Sub Bagian Rumah Tangga.

2. Pengendalian Pelaksanaan. R

2.1. Daftar hadir diatur menurut kelompok-kelompok -

2

g

Unit Kerja di tiap-tiap Bidang.

Terlaksananya pengisian daftar hadir dipertang-
gung jawabkan kepada Kasubdit/Kabag/Inspektur -
Pembantu selaku pimpinan unit kerja masing-ma -
sing yang diberi kewenangan untuk melakukan pe-
meriksaan sehari-hari.

Pada tiap-tiap hari Senin daftar hadir yang su-
gah diperiksa oleh Kasubdit/Kabag/Inspektur Pem
bantu, diserahkan kepada Kabag Sékretariat ma-
sing-masing Bidang ataﬁ pejabat yang telah di-
tetapkan di dalam Surat Keputusan Jaksa Agung
Nomor : KEP-088/J.A/10/1977, untuk selanjutnya

A1ad AN ie ook vt




diadakan rekapitulasi mingguan masihg-masing B
dang guna dikirimkan kepada Kepala Biro Kepega -

wain Bidang Pembinaan.

Kepala Biro Kepegawaian di dalam fungsinya mela-
kukan penelitian dan pencatatan seperlunya ter-
hédap isi @aftar hadir mingguan tersebut, dimana
selanjutnya daftar hadir mingguan tersebut diki
rim kepada Sekretaris Kejaksaan Agung (SESKEJAG)
dalam fungsinya selaku Koordinator dan pengenda-
1i pelaksanaan Surat Keputusan Jaksa Agung Rals

ind .

2. Pengisian daftar hadir.

Fodis

Bagi karyawan yang hadir pada hari kerja, diwa -

jibkan membubuhkan tanda paraf pada kolom hari

dan tanggal yang tersedia di belakang namanya.

Bagi karyawan yang melakukan tugas di luar ling-
kungan kantor Kejaksaan Agung (dinas 1luar), di-

wajibkan membubuhkan tanda D.L. pada kolom hari

‘dan tanggal yang tersedia di belakang namanya -

sampai dengan selesainya pekerjaan yang ditugas-
kan.
Sakit (S) diisi oleh Kasubdit/Kabag/Inspektur -

Pembantu, sesual dengan Keterangan yang disampai

kan atau yang diperoleh dari keterangan dokter.

Idzin (i) diisi oleh Kasubdit/Kabag/Inspektur -
Pembantu, sesuail dengan kepérangan yang didapat,

baik sebelum atau dalam haii kerja berjalan.

Ccuti (C) diisi oleh Kasubdit/Kabag/Inspektur Pem
bantu sesuai dengan jumlah hari cuti yang diberi

kan.

Tidak hadir (TAK) diisi oleh Kasubdit/Kabag/Ins-
pektur Pembantu apabila tidak ada sebab musabab

tidak masuk kerja.

Rekapitulasi mingguan diisi oleh Kasubdit/Kabag/
Inspektur Pembantu, pada setiap hari Sabtu de-
ngan mengadakan penjumlahan yang masuk bekerja

maupun yang tidak hadir karena sesuatu sebab.

FoipsEtar - hadir sahiiNeay




4. Daftar hadir hari berolah raga/upacara.

Hari Jum'at pada setiap minggu merupakan hari
berolah raga (ha?i krida). Kewajiban mengisi daf
tar hadir tetap berléku seperti biasa.

Bagi karyawan yang berolah raga di luar lingkung
an kantor Kejaksaan Agung, pengisian daftar ha-
dir dipertanggung jawabkan kepada pimpinan Unit

/cabang oleh raga yang bersangkutan.

Pada setiap Upacara Bendera ataupun Upacara lain
nya yang diadakan di lapangan kantor Kejaksaan -
Agung, para karyawan diwajibkan mengisi daftaxr -
hadir khusus yang disediakan oleh Kabag Keamanan

Dalam.

D. PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG TERTIB KERJA.

1. Tertib keluar masuk kompleks dan jam kerja.

Pintu masuk dan keluar bagi karyawan selama Jjam

kerja adalah pintu gerbang utama/pintu depan.

Sesudah jam kerja, masuk dan keluar melalui pin-

tu belakang.

.
-

Pintu belakang/jalan Bulungan pada malam hari
dibuka sampai jam 21.00 WIB.

Jam kerja bagi setiap karyawan adalah

- hari Senin s/d Kamis 08.00 - 15.00 WIB ;
- hari Jum'at ' 08.00 = 11.30 WIB
- hari Sabtu | OQ.OO = 14,00 WIB ;

~s

2. Penyelenggaraan tertib ruangan dan kelengkapannya.

2.5

Pada setiap hari kerja semua ruangan kantor Ke -
jaksaan Agung dibuka setengah jam sebelum jaim
kerja dan ditutup setengah jam sesudah jam kerja

oleh pembantu (pesuruh).

Sebelum meninggalkan tempat/ruangan kerja, seti-
ap karyawan berkewajiban memasukkan surat-surat/
dokumen penting yang menjadi tanggung-jawabnya -
ke, dalam laci atau lemari dan mematikan penerang
an/alat listrik yang terdapat di dalam tempat /

ruangan kerjanya.

#. 3. Pada SEat G s dsirehis e
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2.3. Pada saat ruangan-ruangan kantor ditutup, semua

! ruang harus sudah terkunci.

2_4. Kunci-kunci ruangan harus diambil dan diserah -
kan kepada Wira piket/Komandan kelompok jaga a-

tau kepada pemegang kunci yang telah ditentukan.

2.5. Semua konsep surat, arsip-arsip dan karbon-kar—
bon bekas yang tidak diperlukan lagi harus di-

musnahkan.

2_.6. Tulisan-tulisan di papan tulis yang tidak diper
lukan lagi harus dihapus.

2.7. Setelah tutup kantor, maka selain pejabat yang

berkepentingan tidak seorangpun diizinkan masuk

kantor/ruangan gedung dan sebagainya. Apabila -

karena sesuatu tugas yang penting seorang peja-
@ bat terus bekerja di dalam ruangan atau akan
memasuki ruangan setelah jam kantor, maka hal

ini harus diberitahukan kepada Wira Piket.

2.8. Karyawan yang melembur, harus ada perintah me-
lembur dan tembusannya diserahkan kepada Bagian
Keamanan Dalam serta dicatat pada buku’piKet un

tuk pengawasan.

2.9. Demi terpeliharanya keamanan, setiap karyawan -

Kejaksaan Agung wajilb turut mengawasi pendatang

pendatang/tamu-tamd yang mencurigakan atau yang

masuk tanpa melalui tempat penerimaan temu, ke-

Eﬁ mudian melaporkan kepada Wira Piket dan dicatat
pada buku jurnal Wira Piket.

3. Penyelenggaraan Kantin. .

3.1. Kantin yang ada dalam Kompleks Kejaksaan Agung
R.I. harus mendapat izin dari Kabag Rumah Tang-
ga.

3.2. Izin baru dapat diberikan bila dipenuhi syarat-
syarat
a. Permohonan tertulis disertai dengan identi -

tas karyawannya ;
b. Alat-alat yang dipergunakan tidak mudah me-

nimbulkan bahaya kebakaran ;

C. = MBERANSN .0k caalaass
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c. — Makanan bersih - sehat j
- Tempat pantas dan serasi ;

- Pelayanan baik.

3.3. Karyawan diperbolehkan mengunjungi kantin untuk
képerluan makan/minum seperlunya saja, tidek -
boleh mempergunakan kantin untuk tempat mengo=
brol, duduk-duduk atau keperluan lainnya, yang

' dapat mengakibatkan terlantarnya tugas/pekerja-
an.

3.4, Semua pedagang dari luar dilareang menjual ba-
rang dagangannya berupa apapun didalam kompleks

Kejaksaan Agung ;R KOS

-

4. Larancan memberikan keterangan dan tanggapéan.

4.1. Semua karyawan baik yang memegang jabatan pim-—

pinan maupun anggota

4.1.1. Dilarang menanggapi dan / atau menyebar-

luaskan sesuatu masalah / persoalan yang

e ~ menjadi wewenang dan tangghng jawabnya
" atau wewenang dan tanggung j;ﬁab dari

karyawan yang lain.

A 127, Dilarand membefikan sesuatu keterangan
yang ada sangkut pautnya dengan tugas
wewenang daﬂ tanggung jawabnya yang lain
baik langsung atau tidak langsung kepada

o/ siapapun termasuk pers.

4.1.3. Senantiasa merahasiakan kepada siapa pun
yang tidak berhak,semua pekerjaan/kegiat
an sehari-hari, tujuan/waktu kepergian
serta kebiasaan-kebiasaan dari pada kar-
yawan yang bersangkutan atau dari karya-

wan yang lain.

E. PERATURAN URUSAN ......
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E. PERATURAN URUSAN DALAM KHUSUS KEJAKSAAN AGUNG R.I.

Pasal 1

Maksud dan tujuan

(1) Peraturan Urusan Dalam Khusus Kompleks Kejaksaan A-

(2)

gung Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru
Jakarta dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kea-
daan serta suasana Kejaksaan Agung sebagai Instansi
Penegak Hukum, demi kelancaran dan ketertiban pelak
sanaan tugas serta peningkatan wibawa,yang juga me-
rupakan daya upaya akan terwujudnya ketenteraman

jiwa di lingkungan Kejaksaan Agung R.IL.

peraturan Urusan Dalam Khusus Kompleks Kejaksaan A-
gung R.I. ini merupakan pelengkap dari Peraturan Da
lam Kejaksaan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa A-
gung Nomor : KEP-012/D.A/2/1967 tanggal 8 Pebruari
19617,

- ——raa

.

Pasal 2

Kompleks Kejaksaan Agung

Kompleks Kejaksaan Agung jalah bangunan - bangunan dan

pekarangan yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin No.

1 Kebayoran Baru Jakarta.

(1)

BAB" 11

PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN >
PERATURAN URUSAN DALAM KHUSUS

Pasal 3

Pemegang pimpinan

Sekretaris Kejaksaan Agung R.I. memegang pimpinan -
langsung atas terlaksananya Peraturan Urusar Dalam

Khusus ini serta bertanggung jawab kepada Jaksa A-

gung R.TI.




(2)

(3)

- 13 =

Bila Sekretaris Kejaksaan Agungd R.I. (SESKEJAG) ber
halangan, hal tersebut dalam pasal 3 dilakukan oleh
pejeabat di lingkungan Sekretariat Kejaksaan Agung
B. 15 (SETKEJAG) yang dltﬁn]uk oleh SESKEJAG.

Bila yang tersebut akhir ini berhalangan, maka hal
rersebut dilakukan 6leh Jaksa yang tertua sesual de

ngan Peraturan yangd ada, vide Keputusan Jaksa Agung

Nomor : KEP-012/D.A/2/1967.

Pasal 4

pembantu-pembantu SESKEJAG

Untuk membantu SESKEJAG dalam melaksanakan Peraturan U-

rus

4
2l
1 4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

an Dalam Khusus ini ditetapkan

Kepala Bagian Keamanan Dalam ;
Kepala Bagian Rumah Tangga ;

Kepala Bagian Humas & Protokol.

BAB 11l

PENYELENGGARAAN KEAMANAN, KETERTIBAN DAN
~ PEMELIHARAAN DISIPLIN el

«

Pasal 5

Wira Pengawas

Kepala Bagian Keamanan Dalam ditetapkan sebagai Wi-
ra Pengawds.
Wira Pengawas adalah pembantu utama SESKEJAG dalam

menyelenggarakan wewenang sebaéai Pimpinan Kdmpleks.

Dalam melaksanakan tugasnya, Wira Pengawas bertang-
gung jawab kepada SESKEJAG.

Mengingat pentingnya fungsi dan tanggung jawab Wira
Pengawas, maka dalam melaksanakan tugasnya dibantu

oleh seorang Wira Piket.

Wwira Piket adalah karyawan Kejaksaan Agung R.I. ber
pangkat Madya Wira/setinggi-tingginya Adi Wira yang
ditetapkan oleh SESKEJAG dari masing- masing - Bidang

(Intelijen, Operasi, Pembinaan dan Pengawasan Umum) .
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pasal 6

Persyaratan Ehisik dan'mengal serta kedudukan
tugas Wira Pengawas

dan

(1) Wira Pengawas untuk dapat melaksanakan tugasnya ber-

keharusan

a.

memiliki kesiapan mental yaitu harus teliti dan

kritis dalam melakukanipekerjaan sebagai pengawas

dan harus menitik peratkan pada usaha-usaha pene-~

gakan Peraturan Urusan Dalam ;

memiliki, kesiagaan phisik, yaitu
- sikap tegap i
- pakaian rapih dan bersih sebagaimana ketentuan

GAMJAK.

(2) Kedudukan Wira Pengawas

a.

-tp
4

Ia bertugas sebagai Wira Pengawas disamping tugas
nya sehari-hari, oleh karena 1itu bila waktu dan
keadaan membutuhkan penindakan secara cepat dan
tepat demi untuk lancarnya peraturan Urusan Dalam,
maka ia harus memberikan prioritas kepadaA—Fugas—

tugas sebagal Wira pengawvas ;

Wira Pengawas tidak diharuskan tinggal dalam kom-

pleks sesudah jam kerja, akan tetapi wajib -

- memberitahukan alamat dan nomor telepon yang di
xunjungi kepada-Piket_sesudah jam kerja i

- sewaktu*waktu datang memeriksa di kompleks bila

hal itu dipandangd perlu.

(3) Kepala Bagiah Keamanan palam sebagai WiraIPengawas :

a.

Turut mengawasi dan menyelenggarakan tertib disi~

plin baik materiil maupun personil ;

Berkewajiban untuk menyelenggarakan tugas-tugas
keamanan, pengawalan, protokol dan lain-lain yang

berhubungan dengan keamanan.

Pasal i sl

Plamn ind® k an

Terhadap peristiwa yand merupakan perbuatan krimindl ‘B~

tau pelanggaran disiplin oleh karyawan, maka

a. balam hal ...-.--




palam hal tertangkap tangan, Kepala Bagian Keamanan =
palam c.9- Kasubad Provoost melakukan pemeriksaan in=
terogasi terhadap si ;elghu, kemudian hasil pemerik-
saan dalam bentuk "Laporan Kejadian" disampaikan ©F

leh Kepala Bagian Keamanan palam kepada

- atasan langsung karyawan/si pelaku i
- Sekretaris Kejaksaan Agung Bl i

- Inspektur Organisasi & Kepegawaian.

bh. Inspektur Organisasi & Kepegawalan perdasarkan Lapol—
an Kejadianrmelakukan pemeriksaan lebih lanjut terha-
dép karyawan dan peristiwa/perbuatannya.
Hasil pemeriksaan itu dengan berkas perkaranya alla-
porkan kepada JAM WASUM.
JAM WASUM meneruskan laporan dan berkas perkara itu
= kepada JAM BIN untuk menentukan/menetapkan tindakan
yang akan diambil sebagail hukuman terhadap karyawan

S Wy 8

Ppasal B8

Susunai penegakan Peraturan Urusan palam Khusus

-

Penegakan'Peraturan Urusan Dalam Khusus, adalah menjadi
kewajiban setiap karyawan Kejaksaan Agung dengan penang-

gung Jjawab sebagai berikut :
(1) Penanggung jawab tertib disiplin yang ditunjuk pada
masing-masing Bidang/Unit Kerja i
‘3 " (2) Kepala Bagian Keamanan palam ‘“selaku Wira Pengawas

untuk tugas dinas piket ;

(3) Kepala Bagian Rumah Tangga untuk tata tertib keber-

sihan ;

-

(4) Kepala Bagian Humas & protokol untuk penerima tamu

(recepsionist).

Pasal 9

Dinas Piket

gusunan dinas piket adalah sebagail berikut :

(1) Kepala Bagian Keamanan palam selaku Wira Pengawas.

- (2) Wira Piket oiesee h




()

A/

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

wira Piket. :
Komandan Peleton seluku Komandan Kelompok Tugas yang

»

memimpin karyawan/anggdta Bagian Keamanan Dbalam yang

bertugas pada pos-pos Kejaksaan Agung.

pasal 10

Pelaksanaan tugas

Pengaturan dan tata cara pelaksanaan tugas

peleton/Kelompok Tugas/enggota Bagian Keamanén palam

bertugas untuk 1 x 24 jam setiap hari.

Serah terima/pergantian Kelompok Tugas/Peleton drse~

lenggarakan pada jam 09.00 WIB di hadapan Wira Piket.

Wira Piket mengatur dan menyelenggarakan patroli i e
da pos—PpoSs. menyelenggarakan/membuat laporén jurnal -
harian, memeriksa buku laporan jurnal harian pada

poOsS-pos.

Pos-pecs dengan jumlah petugasnya diatur sebagal be-

I_‘i_l_@ut :

——

a. Pos pintu gerbang utama Jalan Sultan Hasaﬁuddin

terdiri dari

- rumah jaga 2 (dva) orang petugas i

— rumah monyet 1 (satu) orang petugas i

- depan pagar gerbang pintu utama 1 (satu) orang
anggota PKD j _

- jembatan 2 (dua) orang masing-masing 1 (satu) -
anggota keamanan dan 1 (satu) anggota PKD ;

- depan ruang kerja Jaksa Agung 1 (satu) orang
anggota ;i

- poliklinik 1 (satu) orang petugas i

- pelataran parkir 1 (satu) orang anggota PKD ;

- pintu utama gedung Wasum 1 (satu) . -orang anggota;

pada hari kerja petugas-petugas tersebut diatas ha-
rus sudah menempati pos masing-masing pada jam 07.00
WIB. Penggantian petugas (tempat tugas dan. Jjam-jam
penuéasan) ditetapkan oleh Kepala Bagian Keamanan Da

lam.

(6) Wira Piket oo a8

wira t AT -t
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(1)
> (2)
e (3)
]

(1)
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(6) Wira Piket mengatur buka dan tutup pintu—pintu masuk

ke kompleks Kejaksaan Rgung sebagai berikut

a. Pintu gerbang uta;a Jalan gultan Hasanuddin dibu-
ka pada hari kerja jam '07.00 dan ditutup pada a-
khir jam kerja atau sesudah Jaksa Agung dan para
Jaksa Agung Muda selesai melakukan kegiatannya
(pulang) i

b. Pintu-pintu lainnya pada hari dan jam-jam kerja
ditutup ;

¢. Bintu gérbang belakang/Jalan Bulungan dibuka pada
hari kerja mulai jam 15.00 5/& jam 20.00 WIB, dan
dihari libur jam 06.00 s/d 20.00 WIB.

-

Pasad sk

Tata cara protokoler

Pelaksanaan penghormatan dilaksanakan oleh petugas -
kawal pada pintu masuk/gerbang utama (rumah jaga,ru-
mah monyet) serta petugas yang ditempatkan di tempat

tempat._tertentu.

-

Khusus kepada Jaksa Agung diberikan penghormatan ber
syaf/jajar kehormatan pada tangga pertama masuk ke
ruang kerja Jaksa Agung (lobby Ruang Rapat Utama) un
tuk menerima laporan. Begitu pula pada saat Jaksa A-

gung meninggalkan kantor.

Kepada para Jaksa Agung Muda dlberlkan penghormatan
oleh petugas kawal pada pintu masuk/gerbang utama

dan menerima laporan poOs.

Pasal 12

p.i N a's P4 ke t

Dinas Piket dan dinas jaga kompleks diselenggarakan
sesual dengan peraturan-peraturan yang termaksud da-
lam Bab III pasal 22 s/d 46 PUDK sepanjang tidak ber
tenﬁangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan

Urusan Dalam Khusus Kejaksaan Agung.




.

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
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pPasal 13
pDinas Penertima Tamu

Kelompok Penerima Tamu terdiri dari 3 (tiga) orang
dari sekretariat Kejaksaan Agung Yyandgd berpangkat —
parma, seorang diantaranya bertugas sebagail Kepala

Kelompok .
Surat perintah Penugasan dikeluarkan oleh Kepala

Bagian Humas & Protokol atas nama SESKEJAG dengan

tembusan kepada wira Piket.

pasal 14

Tempat penerimaan tamu dan_ruan tunggu

Tempat penerimaan tamu diadakan di lantai I dan di

atur agar memenuhi syarat~syarat "repressentative".

Ruang tunggu pagi tamu diadakan di depan tempat pe
nerimaan tamu dan diatur agar memenuhi syarat-

syarat “repressentative".

Di - tempat Qenerimaan tamu disediakan : o ——

3

- paftar hadir anggota kelompok penerima Tamu ;i

- Buku tamu dan daftar tamu ;

- Buku laporan tugas harian i

- pesawat telepon, buku telepon dan kxhusus buku la
poran telepon i '

- Kursi, meja i

_ Alat-alat tulis i A

- Ketentuan waktu penerimaan tamu yang dapat dadiis=

hat oleh tamu.

pintu masuk dan keluar bagi semua tamu adalah pin-

-

tu depan/gerbang utama.

pPasal 15

Tanggung jawab dan tugas
kelompok Penerina Tamu
Kelompok Penerima Tamu bertanggungd jawab kepada

SESKEJAG selaku Pimpinan kompleks Kejaksaan Agung.

(2) Tatad CAKA s sssmazs

lata e e =~ ———
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cara yang harus dipenuhl oleh tamu dan kewajib-

petugas Penerima Tamu adalah sebagail berikut
1

Bagi para tamu :

’-

sesudah melalui pintu_gerbang utama maka semua
tamu harus terlebih dahulay lapor dixd @i xuang
tamu kepada penerima Tamu untuk da?at bertemu
atau menghadap pejabat yang bersangkutan ;
memperlihatkan dan menyerahkan satu kartu bukti
diri (sebagail contoh SIM) ;

menerima label tamu dan memasangnya pada saku
atas baju sebelah kiri ;

menerima kartu tamu yang dibawa/diperlihatkan
dan minta diparap oleh pejabat yang menerimanya;
sesudan selesail pertamu/menghadap diharuskan
melapor kembali ke Penerima Tamu dengan menye-
rahkan label tamu, kartu tamu dan menerima kem-—
bali kartu bukti diri: i )

para tamu yang tidak memenuhi hal-hal tersebut
di atas tidak dilayani dan diminta agar supaya

segera meninggalkan kompleks Kejaksaan Agung.

Bagi para petugas Penerima Tamu : %

dalam menghadapi kedatangan siapa-pun Yyang da-
tang bertamu atau menghadap pejabat Kejaksaan,
hendaknya selalu diperhatikan hal-hal yang A me-
nyangkut security - keamanan serta melayanl‘ta~
mu tersebut dengan sikap sOpan namun tegas ;
agar meminta setiap tamu untuk memberitahukan -
maksud kedatangannya, memperlihatkan dan menye-
rahkan kartu bukti dirinya ;

mencatat segala sesuatu tentang tamu dalam buku
tamu ;

sesudah menerima penyerahan kartu bukti diri ta
mu, memberi sebagai gantinya satu label tamu
(warna label untuk masing-masing Bidang) dan
memberitahukan agar selalu dipasang/dipakai se-—
lama berada dalam kompleks Kejaksaan Agund;
memberi kartu tamu sesudah menglsinya dan mene-—
rima kembali dari tamu I g

menyerahkan kemball kartu bukti diri hanya sSe-~

sudah tamu 1itu mengembalikan label tamu ;

- bila diperlukan
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pila diperlukan dalam melayani seorang tamu, Pe
perima Tamu diharuskan untuk menghubungi dengan
telepon pejabat yang akan ditemui oleh tamu itu

guna menanyakan kesediaannya i

' qetiap regu bertanggung jawab sepenuhnya terha-
dap perlengkapan penerima Tamu (buku-buku tamu,
label tamu menurut jumlah masing-masing dan la-

in-lain) serta kerapihan ruangan dan ruangan

tunggu tamu ;

- kepala kelompok bertanggung jawab sepenunya ter
hadap pembuatan/pengisian Journal Tugas Harian;
- tamu yang tidak pisa dilayani karena tidak me-
menuhi syarat-syarat di atas, dipersilahkan me-
ninggalkean kompleks Kejaksaan Agung dan bila di
perlukan agar memberitahukan kepada petugas Ke-

> i
® amanan Dalam/Wira pPiket.

(3) Bila terjadi sesuatu peristiwa karena tindakan tamu,
atau terdapat kecurigaan terhadap tamu, anggota ke~

lompok penerima tamu harus sesegera mungkin melapor-

e
.

& ~ kan kepada Wira Piket.
{ (4) Setiap hari
2k : a. Senin s/d Kamils i % Jam 13.30 "WIB 3

b. Sabtu : jam 12.00 WIB ;

Kepala kelompok Penerima Tamu diwajibkan membuat 1=
poran tugas dalam buku laporan harian tentang

- keadaan anggota-anggota kelompok i

.

~
-

- jumlah tamu ;

- peristiwa—peristiwa yang terjadi ;i

dan setelah ditandatangani oleh Kepala Kelompok ,buku
laporan tersebut diserahkan kepada Kepala Bagian Hu-

mas & Protokol.

pasal 16

e Y ——— e 8 I e -
.
B

pelaksanaan penerimaan tamu

(1) Waktu penerimaan tamu pada hari-hari kerja
a. Senin s/d Kamis : jam 08.30 - 13.30 WIB.

'b. Jum'at . tidak menerima tamu.
. c. Sabtu . jam 08.30 - 11.30 WIB.

(2) Tamu-tamu WER vatirs e s gy
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(z) Tamu-tamu yIP dibebaskan daril ketentuan tersebut

(1) ialah

—~ para Menteri ;

- Para Duta Besar ;i

- para Pejabat penting lainnya yang kunjungannya
didésarkan atas perjanjian terlebih dahulu de-
ngan pejabat teras Kejaksaan Agung (Jaksa Agung,
para Jjaksa Agung Muda, Karo. Kadit, Inspektur,
Koordinator Staf Ahli, Kapuslitbang).

(3) Tamu mengisi sendiri buku tamu dan daftar tamu

- Nama lengkap i

- Jabatan/pekerjaan ;
- Alamat kantor/alamat rumah ;
- Nomor telepon j;
- Nomor mobil bila ia mengendarai mabil ;
. - Pejabat yang akan ditemui ;
— Keperluan dari kunjungan ;

- Membubuvhkan tanda tangan.

(4) Tamu VIF yang datang secara resmi atau atas.undang
an dibebaskan dari ketentuan tersebut (3) dan pe-
1iayénénnya diserahkan kepada~Wira Frotokoil —Jaksa
Agundg . Penerima tamu hanya mencatatnya dalam buku

laporan harian.

(5) Tamu yang datang karena undangan rapat atau peraya
an, dikecualikan dari‘ketentuan tersebut (3) dan
layanannya diserahkan. kepada Bagian Protokol Pani-

R of ) tya dan/atau pejabat yang mengundang, asal ia da=
pat membuktikan tentang keperluannya itu. Penerima

Tamu mencatatnya dalam buku laporan harian.

] (6) Tamu yang mempunyai hubungan rutin dengamr Kejaksa-

an Agung, karena tugasnya seperti pengantar koran,
pengantar surat-surat pos, tukang listrik/air mi-
num dan lain-lainnya dikecualikan dari ketentuan =
tersebut (3), akan tetapi diharuskanh melapor lebih
dahulu ke Penerima Tamu dan dicatat dalam buku ta-
mu, tamu yang bersangkutan harus menyerahkan tanda
kenal diri dan diambil kembali apabila ia akan me-

ninggalkan kompleks Kejaksaan Agung .

(7) Kepada para ....-
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(8)

(9)

(10)
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[(7) Kepada paré tamu yang dimaksud dalam ketentuan ter-

sebuf 1, 2 dan 3 diberikan tanda pengenal tamu yandgd
telah ditentukan dan dipakal pada saku atas baju S€
pelah kiril selama tamu tersebut perada di dalam kom
pleks_Kejaksaan Agung .

Tanda pengenal dan surat tamu yang sudah dibubuhil
paraf dan nama terang dari pejabat yang ditemui, di
serahkan kembali kepada penerima Tamu setelah urus-

an selesai dan akan meninggalkan kompleks.

Tamu tersebut 1, 2 dan 3 yang akan menemul Kepala
Bagian ke atas dipersilahkan menunggu sampali adanya
perita dari pejabat yang'bersangkutan tentang kese-~
diaan menerimanya. Kesediaan menerima ditanyakan le
bih dahulu oleh anggota kelompok penerima Tamu ke-

pada pejebat yang persangkutan dengan telepon.

Anggota keluarga dari karyawan yang akan menemui
karyawan yand bersangkutan untuk keperluan non di-
nas diperlakukan sesual dengan ketentuan tersebut
(6) .

e
- -

ramu-tamu yang permaksud mengedarkan sokongan baik
atas nama perorangan maupun atas nama organisasi a-

tau yangd permaksud menawarkan barang dagangan harus

menghubungi piket lebih dahulu untuk dipertimbang -~

(1)

(2)

xan dan tidak dibenarkan untuk mengunjungi/memasuki

ruangan-ruangan kantor.

pasal. X7

Lalu-lintas dan Earkir kendaraan bermotOoXr

wira Piket mengawasi lalu-lintas dan parkir semua
kendaraan permotor yang diatur oleh patugas—petugas
jaga.

gsemua kendaraan bermotor yang perada dalam konmpleks
harus diparkir di pelataran parkir yang telah di-

tentukan, ialah

& i
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aran parkir I di bawah dan di pelakangd

epelah kirl jembatan) gedund induk Kejaksaan
Agung ;

b. Pelataran parkir II di depan gedung Inspekto -~
rat Jenderal /Pengawasan Umum ;

c. Pelataran parkir III di depan klinik Ke jaksaan
Agung khusus untuk kendaraan pengunjung klinik
_dan karyawan yang pertugas dalam gedung klinik
tersebut j

4. Sepeda motor diparkir di bawah gedung Induk

Kejaksaan Adung di sebelah kiri belakang.

(3) Bagi kendaraan-kendaraan Jaksa Agung, Jaksa Agund
Muda disediakan tempat parkir khusus yang diang-

gap lebih aman dan praktis atas pe tunjuk SESKEJAG.

(4) Dalam keadaan yangd mendesak dan karena pelataran
parkir yand sudah ditentukan tidak mencukupl atau
karena pertimbangan—pertimbangan lain, maka SES-
KEJAG dapat menunijuk lapangan lain sebagai pela -

taran parkir tambahan/darurat.

- & v - o=
i e

(5) Kendaraan yang rusak dan tidak dapat lagi dipakai

dilarang disimpan di pelataran parkir.

(6) SESKEJAG menentukan pool kendaraan—kendaraan adai=

nas.

(ul pasal 18 .

penyelenggaraan Kebersihan

(1) Ruangan-—-ruangan, halaman-halaman, lagangan,selok—
an-selokan dan sebagainya harus sudah dibersihkan

sebelum jam 08.00 WIB pada tiap hari kexrja.

(2) Semua kotoran dibuang dalam tempat-tempat sampah

yang telah tersedia.

(3) Penyelenggaraan kebersihan ruangan-ruangan dikoor
dinir dan diawasi oleh Kabag sekretariat masing-
masing Bidang dengan mengerahkan tenaga-tenaga
pesuruh dan meningkatkan daya guna alat-alat ke-

pbersihan.

(4) Penyel&ngaarach --



(4)

(5)

(6)

(1)
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Penyelenggaraan kebersihan halaman-halaman, lapang
an selokan-selokan dan lain-lain dikoordinir dan
diawasi oleh Kepala Bagian Rumah Tangga dengan me-
ngerahkan dan meningkatkan daya guna tenaga/alat -

yang telah tersedia.

pada tiap-tiap hari Jum'at antara jam ~.10.00-11.30
diadakan pembersihan yang dilakukan oleh semua kar

yawan di ruangan masing-masing.

pada waktu-waktu tertentu dan di tempat-tempat ter
tentu dalam lingkungan kompleks Kejaksaan Agung di
adakan penyemprotan DDT atau obat lainnya untuk
mencegah timbulnya penyakit.

Pasal 19

Penyelenggaraan Upacara Kerokhanian

Rapat-rapat/upacara-upacara yang bersifat kerokha-
nian menurut agamanya masing-masing dapat diadakan

di dalam kompleks Kejaksaan Agung setelah mendapat

"%}in'dggi Jaksa Agung. s o i

(2)

(3)

(4)

(1)

Ibadat sholat Jum'at diadakan di gedung Serba Guna
diperuntukkan bagi karyawan Kejaksaan Agung dan o-
rang-orang dari luar kompleks Kejaksaan Agung (u-

murm) .

Pendidikan kerokhanian melalui ceramah-ceramah dan
kursus-kursus dapat diselenggérakan atas izin dari

Jaksa Agung.

Ketentuan tersebut (1, 2 dan 3) dilaksanakan dan
diselenggarakan oleh Bagian Rokhani atau suatu Pa-

nitia vang dibentuk untuk keperluan tersebut.

Pasal 20

Penyelenggaraan Kegiatan Jasmani

Dengah mengingat ketentuan sebagaimana tercantum -
dalam huruf c angka 4 diatas, maka kegiatan jasma-
ni (olah raga) diselenggarakan pada hari Jum'at se

tiap minggunya mulai jam 08.00 - 10.00 WIB.

(2) Regiatan J.ciues.




(2)

(3)

(4)

(1)

) _
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Kegiatan jasmani (olah raga) tersebut diselenggara-

kan di dalam dan/atau di luar Kompleks Kejaksaan

Agung R.I.

Setiap pimpinan unit/cabang olah raga bertanggung
jawab atas terselenggaranya keglatan jasmani (olah

raga) tersebut secara tertib, aman dan lancar.

Seusai kegiatan jasmani (olah raga), dilanjutkan de
ngan kegiatan pembersihan ruangan sebagaimana ai-

maksud dalam pasal 18 ayat (5) Instruksi ini.

Pasal 21

Penyelenggaraan resepsi-resepsi
dan rapat-rapat

Di dalam kompleks Kejaksaan Agung sering dilakukan
resepsi-resepsi dan rapat-rapat, oleh karena itu
pada saat-saat tersebut berlangsung, harus diadakan

pengamanan dan pengawasan yang diteliti terhadap

Y Y
} . Pex

a. tamaetamu ;

b. pemain-pemain atraksi ;

c. tamu-tamu yang tidak tercantum dalam undangan
tapi dibawa serta oleh orang yang diundang atau

oleh karyawan/pejabat yang dikenalnya ;

Pelaksanaan pengamanan dilakukan olehn Wira Pengawas,

Wira Piket dan Dinas Jaga Kompleks.

Pasal 22

Peraturan Khusus

(1) Peraturan-peraturan tentang pengamanan dokumentasi/

informasi, pengamanan personil dan pengamanan mate-
riil/instalasi akan dibuat dalam Surat Keputusan

tersendiri.

(2) Mengenal ...u.echons




(2) Mengenai Pengawalan dan Tata-cara harus diperlaku-
kan kepada Panji Adhyaksa sesuali dengan Surat Pe-
rintah Jaksa Agung R.I. Nomor : PRIN-025/B/7/1979
tanggFl 3 Jnli 1978,

(3) Ketentuan di dalam Peraturan Urusan Dalam Khusus -
ini dapat dirubah, ditambah dan dikurangi, sesuai

dengan perkembangan kebutuhan yang ada.

(4) Setiap perubahan, penambahan atau pengurangan atas
ketentuan tersebut diatas ditetapkan oleh Jaksa -

Agung R.I.

3. Agar Instruksi ini diindahkan dan dilaksanakan dengan

(( \ penuh rasa tanggung jawab. -

Ditetapkan di : Jakarta.
pPada tanggal : 18 April 1980
& i o L J: A 3 : 10,00, WiB..
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